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Abstrak 
Penelitian ini mengungkapkan tentang bagaimana pandangan masyarakat Tulungagung terhadap calon 
Presiden serta keterkaitan antara orientasi pilihan partai politik dengan orientasi pilihan calon Presiden. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori konstruksi dari Peter L. Berger. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian 
fenomenologi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung. Informan dalam penelitian ini yaitu 
masyarakat Tulungagung yang memiliki hak pilih dan tidak golput dalam pemilihan Presiden 2014 yang 
terbagi berdasarkan jenjang pendidikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik konstruksi 
masyarakat Tulungagung cenderung bersifat stereotip negatif yang di dalamnya terdapat apriori dan 
aposteriori. Terkait penampilan calon Presiden masyarakat memiliki pandangan positif dan pandangan 
negatif terhadap penampilan calon Presiden. Pada masyarakat yang berpandangan positif menganggap 
bahwa penampilan mencerminkan karaker si pemakai. Sedangkan bagi masyarakat yang berpandangan 
negatif menganggap bahwa penampilan merupakan sebuah metode pencitraan. Dalam hal keterkaitan 
antara orientasi partai politik dengan orientasi pilihan calon Presiden meskipun terdapat kesesuaian 
namun masyarakat cenderung tidak dekat dengan partai politik bahkan cenderung mereduksi jumlah 
partai politik yang mengkuti kontestasi pemilihan umum. 
Kata Kunci: Konstruksi Masyarakat,Calon Presiden, Partai Politik 
Abstract 
This research fund out about how the views of Tulungagung society toward Presidential candidate also 
the linkages between the orientation of the political parties with the orientation of choice candidate for 
President. The theory that used in this research is the construction theory of Peter L. Berger. In this 
research used method qualitative approach with phenomenological research design. This research was 
located in Tulungagung. Informants in this research is Tulungagung people who have voting rights and as 
not blank voters in the Presidential election in 2014 that divided by level of education. The results of this 
research indicate that construction characteristics of Tulungagung people tend to be negative stereotypes 
which there is a priori and a posteriori. Related the appearance of Presidential candidate, communities 
have a positive and negative view of the appearance of candidate for President. On the positive view, 
community assume that the appearance reflects character of the wearer. As for the people who had a 
negative view considers that the appearance of an imaging method. In terms of the relationship between 
the orientation of the political party with the orientation of choice despite the suitability of a candidate for 
President, but people tend not close to political parties even tend to reduce the number of political parties 
contestation obeying the general election. 






Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan 
kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi 
perwakilan. Dengan demikian, pemilu dapat diartikan 
sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau 
penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang 
dipercayai (Surbakti, 1992: 181). Melalui Pemilu 
masyarakat dapat memilih anggota legislatif yang akan 
mewakili mereka, tidak terkecuali dalam memilih 
pemimpin bangsa. Pada pemilihan Presiden inilah kursi 
kepemimpinan nasional akan diperebutkan. 
Ketika berbicara mengenai figur calon pemimpin, 
maka bangsa Indonesia memiliki sejarah kepemimpinan 
nasional yang khas pada setiap masanya. Masa 
kepemimpinan nasional yang pertama, dimulai pada 
tanggal 18 Agustus 1945, yakni dengan terpilihnya 
Ir.Soekarno secara aklamasi sebagai Presiden Republik 
Indonesia yang pertama. Soekarno merupakan orang 
berani memberontak dan sikap inilah yang membuat 
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Soekarno mampu melahirkan partai dan ideologi anti 
kolonialisme. 
Soekarno mampu mendidik dan membakar 
semangat rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap 
kolonial. Munculnya gerakan-gerakan anti kolonialisme 
berujung pada direbutnya kemerdekaan bangsa Indonesia 
yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh 
Soekarno dan Hatta. Orde lama diakhiri dengan adanya 
permasalahan seputar Partai Komunis Indonesia, yang 
membuat ketidakstabilan sosial politik sampai jabatan 
Presiden Soekarno dilimpahkan kepada Soeharto. Masa 
kepemimpian Soekarno erat dikaitkan dengan pelegalan 
Komunisme. 
 Pasca kepemimpinan Soekarno berakhir, melalui 
Sidang Istimewa MPRS pada tahun 1967, menunjuk 
Soeharto sebagai pejabat Presiden yang kedua. Soeharto 
memulai masa kepemimpinannya dengan keberhasilan 
dalam pemberantasan komunisme di Indonesia. Soeharto 
juga berhasil dalam melakukan pembenahan ekonomi 
rakyat sehingga Soeharto dianugerahi gelar Bapak 
Pembangunan. Seiring dengan terpilihnya Soeharto 
secara berturut-turut dalam pemilu pada tahun 
1971,1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, kondisi 
kehidupan masyarakat mengalami perubahan. Perubahan 
tersebut terjadi akibat adanya krisis moneter yang 
berdampak pada stabilitas ekonomi Indonesia. Pada masa 
kepemimpinan Soeharto banyak rakyat yang merasa 
sengsara atas sistem yang ditegakkan oleh pemerintah 
yang otoriter. Kepemimpinan Soehartopun erat dikaitkan 
dengan tindak korupsi. Hal ini menuntut masyarakat 
untuk melakukan reformasi menyeluruh dalam kehidupan 
kenegaraan Indonesia. 
Pasca lengsernya Soeharto, kursi kepresidenan 
dilimpahkan kepada B.J.Habibie yang pada saat itu 
sebagai Wakil Presiden. Selama kurang lebih 1,5 tahun 
Presiden Habibie menjabat, permasalahan referendum 
Timor Timur, adanya pelanggaran HAM yang 
berdasarkan unsur SARA, kemudian ketidakjelasan status 
hukum Soeharto serta permasalahan lainya membuat 
laporan pertanggungjawaban Preseden Habibie ditolak 
oleh MPR. Permasalahan ini membuat Habibie tidak 
mencalonkan kembali sebagai Presiden. Kasus Habibie 
yang mengijinkan warga Timor Timur untuk jejak 
pendapat sehingga Timor Timur memilih untuk merdeka, 
tentu akan menambah sejarah catatan buruk tentang 
sosok Presiden.  
Kursi kepresidenan yang keempat berada ditangan 
Abdurrahman Wahid, yang dikenal dengan “Gus Dur”. 
Gus Dur menjadi presiden melalui kemenangannya 
dalam Sidang Umum MPR tahun 1999. Pada sidang ini, 
terpilih pula Megawati sebagai Wakil Presiden yang 
mendampingi Gus Dur. Semasa kepemimpinan Gus Dur, 
beliau mengajarkan tentang toleransi terhadap agama, 
dan bahkan pada masa ini disahkannya Kong Hu Cu 
sebagai salah satu agama nasional. Masa kepemimpinan 
Gus Dur tidak lama, yakni mulai dari Oktober 1999 
sampai Juli 2001. 
Megawati Soekarno Putri adalah Presiden ke-5 
Indonesia. Jabatan dimulai pada tanggal 23 Juli 2001 
melalui Sidang Istimewa MPR. Megawati sebagai Wakil 
Presiden pada saat itu menggantikan Gus Dur yang 
dimakzulkan oleh MPR yang mana MPR memiliki hak 
untuk memberhentikan presiden. Presiden Megawati 
adalah presiden perempuan yang pertama. Masa jabatan 
Megawati sampai tanggal 20 Oktober 2004. Sehingga 
masa jabatan Megawati tidak sampai lima tahun. Pada 
kepemimpinan Megawati ditandai dengan menguatnya 
sistem demokrasi Indonesia, karena pada tahun 2004, 
sistem pemilihan umum Presiden dilakukan secara 
langsung. 
Pada tahun 2004, dilakukannya pemilihan Presiden 
dan kursi kepemimpinan nasional diduduki oleh Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY). Susilo Bambang 
Yudhoyono adalah presiden yang terpilih melalui pemilu 
secara langsung yang pertama kali, mengingat bahwa 
pada pemilihan sebelumnya pemilu dilakukan oleh MPR. 
Penerapan sistem pemilihan presiden secara langsung 
berarti memperjuangkan aspirasi agar rakyat dapat 
menggunakan haknya untuk memilih sendiri siapa yang 
akan menjadi presiden. Tujuan dari pada pemilu secara 
langsung ini adalah untuk menciptakan suhu 
pemerintahan yang representatif, yakni Presiden yang 
terpilih merupakan keinginan dari mayoritas masyarakat 
Indonesia.  
Selain figur calon yang berperan dalam pemilihan 
umum,  kehadiran partai politik tidak bisa dipandang 
sebelah mata. Partai politik merupakan faktor yang tidak 
dapat dilepaskan begitu saja dalam setiap pesta 
demokrasi bangsa Indonesia. Misalnya pada Partai 
Demokrat, Partai Demokrat adalah partai yang tangguh 
pada awal kemunculannya. Partai Demokrat beserta 
partai koalisi mampu membawa Susilo Bambang 
Yudhoyono menjadi Presiden pada pemilu 2004. Sistem 
kaderisasi yang baik serta pencitraan Presiden melalui 
lahirnya kebijakan yang baik akan membawa kebaikan 
bagi partai politiknya juga. Pada Pemilu 2009, Partai 
Demokrat mampu memenangi pemilihan umum sehingga 
mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi 
Presiden. Namun pada pemilihan legislatif 2014, Partai 
Demokrat mengalami kemunduran dalam hal 
elektabilitas. 
Pemilu sendiri menjadi sangat penting dalam 
kehidupan bernegara karena rakyat harus memilih calon 
dan partai yang benar-benar dapat membawa aspirasi dan 
kepentingan dalam membentuk kebijakan pemerintahan 
nantinya. Di dalam pemilu para calon dan partai politik 




bersaing untuk mendapatkan simpati pemilih. Persaingan 
tersebut akan muncul dalam masa-masa kampanye. 
Dengan kampanye pendidikan politik diterapkan. 
Pendidikan politik bisa diartikan sebagai mekanisme 
untuk mengenalkan, memberikan kesadaran dan 
pemahaman politik kepada pemilih. Dengan demikian 
diharapkan pemilih memiliki pemahaman dan kesadaran 
politik. 
Kesadaran politik masyarakat yang terbentuk 
mampu mengarahkan sikap politik dan orientasi 
masyarakat atas pengalaman-pengalaman yang dilihatnya 
pada saat proses berpolitik (biasanya pada saat pemilu). 
Proses ini disebut juga dengan proses pendidikan politik 
dalam arti luas. Sehingga, tauladan-tauladan elite politik 
yang disajikan di media dihadapan masyarakat akan 
menjadi sebuah pendidikan politik. Tauladan yang buruk, 
semisal maraknya korupsi dikalangan politisi, akan 
berdampak pada sikap dan kepercayaan masyarakat pada 
partai politik beserta politisinya. 
Survei nasional Lembaga Survei Indonesia pada 
tahun 2007 menunjukkan besarnya dukungan warga dari 
Sabang sampai Merauke atas calon independen. Sebesar 
68,8% responden setuju bahwa pencalonan presiden  
tidak hanya oleh parpol, melainkan juga oleh individu 
atau kelompok di luar partai (Muhtadi, 2013 :58). 
Masyarakat yang mendukung adanya calon presiden yang 
independen tentu ada alasan dibaliknya. Faktor tersebut 
dapat berupa ketidakpuasan publik atas pelaksanaan 
demokrasi, dapat pula karena publik tidak percaya 
kepada partai politik, dan serta publik yang semakin 
terdidik mengakibatkan adanya calon independen. 
Sistem pemilihan kepemimpinan nasional pada 
tahun 2014 dilakukan secara langsung oleh masyarakat 
Indonesia. Dalam pemilihan Presiden, terdapat dua efek 
yang penting dalam pemilu, yakni efek figur seseorang 
sebagai calon Presiden, dan efek partai politik sebagai 
penyedia stok calon Presiden. Kedua efek ini tentunya 
akan mempengaruhi pandangan masyarakat dalam 
menentukan calon Presiden yang baik. Sedangkan 
penelitian konstruksi masyarakat tentang calon presiden 
ini menjadi sangat penting karena adanya beberapa alasan 
yaitu: 
Pertama, bagi masyarakat, berpolitik hanya ajang 
perebutan kekuasaan dan jarang sekali menyelesaikan 
masalah rakyat. Masyarakat akhirnya menyadari bahwa 
berpolitik akan menguntungkan elite politik semata. Janji 
–janji yang ada pada masa kampanye hanya sekedar alat 
untuk menarik perhatian dan memperoleh dukungan 
suara. Setelah terpilih, janji tersebut akan terlupakan. 
kemudian yang terjadi adalah bagaimana usaha untuk 
mengamankan posisi dari lawan politik (Firmanzah, 2011 
:41). Jika hal ini terus berlanjut pada setiap pesta 
demokrasi rakyat (pemilu) untuk memilih para 
pemimpin, tentunya akan semakin besar peluang adanya 
pemilih yang golput. Oleh sebab itu, menjadi hal penting 
untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat 
Tulungagung terhadap calon Presiden. 
Kedua, bahwa pada pemilihan Gubernur Jawa 
Timur pada Tahun 2013 lalu, tingkat golongan putih pada 
masyarakat Tulungagung lebih besar dari pada tingkat 
golput yang ada di wilayah Trenggalek, Pasuruan, Blitar, 
Ponorogo, Pacitan, Pamekasan, Lumajang, Gresik, 
Jombang, Surabaya dan Jember. Tingkat Golput di 
Kabupaten Trenggalek sebanyak 45%, di Kabupaten 
Pasuruan sebanyak 43,20%, di Kabupaten Blitar sebesar 
30%, di Kabupaten Ponorogo sebanyak 39,5%, di Pacitan 
sebanyak 25%, di Pamekasan sebanyak 41,3%, Lumajang 
sebanyak 44%, di Gresik sebanyak 30%, di Kabupaten 
Jombang sebanyak 43 %, dan di Kota Surabaya sebanyak 
47,3%, serta di Jember sebanyak 47%. Sedangkan di 
Tulungagung golput mencapai 49%.  Data ini diambil 
ketika pemilihan Gubernur Jawa Timur pada tahun 2013. 
Sedangkan pada masyarakat Tulungagung sebanyak 49%  
tidak menggunakan hak pilihnya (golput) pada pemilihan 
Gubernur Jawa Timur pada tahun 2013. Diketahui jumlah 
DPT (Daftar Pemilih Tetap) sebanyak 857.341 pemilih, 
artinya ada sekitar 427.030 pemilih yang tidak 
menggunakan hak pilihnya. 
Pemilihan Presiden merupakan momen dimana 
masyarakat Tulungagung akan memberikan dukungan 
terhadap seseorang yang dianggap memiliki kapabilitas 
dan mampu memimpin Indonesia selama lima tahun ke 
depan. Presiden haruslah sosok yang mampu diterima 
oleh masyarakat, termasuk di dalamnya masyarakat 
Tulungagung. Tentunya angka golput 49% adalah angka 
yang besar. Apabila angka golput di Kabupaten 
Tulungagung mencapai lebih dari 50% pada pemilihan 
presiden 2014, maka secara teoritis golongan putih akan 
mendelegetimasi pemilu di Kabupaten Tulungagung. Hal 
ini juga akan menunjukkan bahwa para calon bukan 
mencerminkan representatif dari masyarakat sehingga 
masyarakat memilih golput. (Putra, 2004: 111). 
Masyarakat Tulungagung memang memiliki angka 
golput yang tinggi dalam pemilihan Gubernur Jawa 
Timur pada tahun 2013 yang lalu. Tentu kondisi ini tidak 
diinginkan untuk terulang kembali pada pemilihan 
Presiden pada 2014. Terkait seperti apa pandangan 
masyarakat Tulungagung terhadap calon Presiden pada 
periode 2014-2019, peneliti mencoba menfokuskan pada 
masyarakat Tulungagung yang telah memilih/ 
menentukan pilihan Presiden dengan tidak golput. Hal ini 
dikarenakan masyarakat yang memilih dianggap lebih 
memiliki orientasi pilihan terhadap salah satu calon 
Presiden daripada masyarakat yang golput. Sehingga 
informan dalam penelitian ini nantinya adalah 
masyarakat yang tidak golput (golongan putih). 
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Ketiga, legitimasi partai politik belum tentu menjadi 
acuan dalam memenangkan suara rakyat. Partai yang 
telah ada terlebih dahulu belum tentu akan mendapatkan 
suara yang lebih daripada partai baru. Partai Gerindra 
tebilang partai baru dibandingkan dengan Partai Keadilan 
Sosial, PAN, PPP, dan PKB, namun Partai Gerindra 
mampu mengungguli suara dari partai-partai tersebut 
dalam pemilihan legislatif 2014. Sedangkan Partai 
Demokrat yang mampu membawa SBY menjadi Presiden 
pada pemilu 2004 dan 2009, mengalami kemunduran 
perolehan suara dalam pemilihan legislatif 2014. 
Sehingga bisa dikatakan prestasi Partai Demokrat 
menjadi turun. Berdasarkan fenomena di atas, akan 
menjadi menarik apabila melakukan studi secara 
mendalam tentang keterkaitan orientasi partai politik 
dengan orientasi pilihan calon Presiden. 
Penelitian tentang konstruksi masyarakat 
Tulungagung ini menggunakan teori kontruksi dari Peter 
L. Berger. Teori konstruksi Berger mengungkapkan  
bahwa ada tiga momen dialektis dalam mencipktakan 
suatu realitas sosial yaitu eksternalisasi, objektivasi dan 
internalisasi. Dengan menggunakan teori dari Berger, 
peneliti akan mendapati proses konstruksi yang terjadi 
pada masyarakat Tulungagung. 
Berdasarkan penjabaran di atas, maka rumusan 
masalah dari penelitian ini adalah bagaimana konstruksi 
masyarakat Tulungagung terhadap calon Presiden dan 
bagaimana keterkaitan antara orientasi pilihan partai 
politik dengan orientasi pilihan calon Presiden. 
Tujuannya adalah untuk mengetahui konstruksi 
masyarakat Tulungagung terhadap calon Presiden serta 
melihat seperti apa keterkaitan antara orientasi pilihan 
partai politik dengan orientasi pilihan calon Presiden 
 
METODE 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan desain penelitian fenomenologi. Penggunaan 
desain penelitian fenomenologi dikarenakan bahwa 
peneliti akan mudah dalam memperoleh pengalaman 
subyektif dari informan. Moleong menyatakan bahwa 
fenomenologi merupakan suatu studi tentang kesadaran 
dari prespektif pokok seseorang (2005: 14). 
Fenomenologi akan membantu peneliti dalam memahami 
berbagai gejala atau fenomena sosial yang ada di dalam 
masyarakat. Fenomena tersebut berupa pengalaman 
subyektif informan terkait dengan konstruksi masyarakat 
terhadap calon Presiden akan digali lebih mendalam. 
Konstruksi masyarakat Tulungagung di dalam 
penelitin ini merupakan pandangan masyarakat 
Tulungagung terhadap calon Presiden. Kosntruksi 
masyarakat Tulungagung terhadap calon Presiden pada 
penelitian ini dapat dicermati dari aspek karkter, 
penampilan serta program kerja calon Presiden. 
Sedangkan keterkaitan orientasi partai politik dengan 
orientasi calon Presiden merupakan kesesuaian antara 
orientasi pilihan calon Presiden yang dicanangkan oleh 
partai politik dengan orientasi pilihan calon Presiden 
masyarakat. Keterkaian antara orientasi partai politik 
dengan orientasi pilihan calon Presden dapat dicermati 
melalui aspek party identification (Party ID) dan aspek 
intermediasi partai. 
Penelitian ini dilakukan pada masyarakat di 
Kabupaten Tulungagung. Tempat ini dipilih dengan 
pertimbangan bahwa sesuai dengan data dari yang 
menyatakan bahwa tingkat golput pada masyarakat di 
Kabupaten Tulungagung yang mencapai ± 49 persen dari 
total jumlah suara. Waktu penelitian dilakukan dari awal 
(pengajuan judul) sampai akhir (hasil penelitian) sekitar 
10 bulan yaitu dari bulan Maret  2014 sampai dengan 
Desember 2014. Kosntruksi masyarakat Tulungagung 
diklasifikasikan berdasarkan jenjang pendidikan. Adapun 
kriteria informan yang diperlukan adalah: (1) masyarakat 
Tulungagung yang memiliki hak pilih; (2) masyarakat 
Tulungagung yang tidak golput. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu wawancara dan wawancara 
mendalam. Wawancara dipergunakan untuk mengadakan 
komunikasi dengan subjek penelitian sehingga diperoleh 
data-data yang diperlukan. Wawancara dalam penelitian 
ini dilakukan untuk memperoleh informasi terkait dengan 
pandangan masyarakat terhadap calon Presiden serta 
keterkaitan antara orientasi pilihan partai politik dengan 
orientasi pilihan calon Presiden. 
Teknik analisis data yang digunakan di dalam 
penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif 
yang diajukan Huberman dan Miles. Huberman dan 
Miles (dalam Burhan Bungin, 2009:145) mengemukakan 
bahwa langkah pertama, adalah reduksi data (data 
reduction), yaitu merangkum, memilih hal-hal yang 
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan 
mencari tema serta polanya. Reduksi data dalam 
penelitian ini dilakukan setelah diperoleh data dari hasil 
wawancara, reduksi data dilakukan menggunakan dasar 
dari pada indikator variable. Hal ini dilakukan dengan 
tujuan data yang telah dikumpulkan menjadi jelas dan 
sistematis. 
Langkah kedua dalam model analisis interaktif 
adalah penyajian data (data display). Penyajian data 
merupakan analisis merancang deretan dan kolom-kolom 
dalam sebuah matriks untuk data kualitatif dan 
menentukan jenis dan bentuk data yang dimasukkan 
dalam kotak-kotak matriks. Dalam penelitian ini, data 
disajikan berupa teks naratif yang mendeskripsikan 
mengenai subjek penelitian yaitu menggambarkan 
tentang konstruksi masyarakat Tulungagung terhadap 




calon Presiden. Pada dasarnya ketika melakukan 
pengumpulan data, peneliti bisa melakukan tahapan 
reduksi data dan penyajian data. Langkah ketiga dalam 
model analisis interaktif adalah verifikasi data (data 
vrification). Dalam penelitian ini, verifikasi data 
dilakukan dengan menghubungkan data dengan teori 
konstruksi dari Berger untuk penarikan kesimpulan.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Setting Wilayah Penelitian 
Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu 
wilayah kabupaten yang terletak di bagian selatan 
Propinsi Jawa Timur. Letak Geografis Kabupaten 
Tulungagung pada koordinat 111° 43' –112° 07' BT dan 
7° 51' –8° 18' LS. Batas wilayah Kabupaten Tulungagung 
sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kabupaten 
Kediri tepatnya dengan Kecamatan Kras, sedangkan 
sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar, 
sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek, 
dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. 
Luas wilayah Kabupaten Tulungagung yang mencapai 
1.055,65 Km² yang mana luas wilayah ini terbagi 
menjadi 19 Kecamatan dan 271 desa/kelurahan. 
Kabupaten Tulungagung memiliki 19 Kecamatan, 
Kecamatan tersebut yaitu; Kecamatan Besuki, 
Kecamatan Bandung, Kecamatan Pakel, Kecamatan 
Campurdarat, Kecamatan Tanggunggunung, Kecamatan 
Kalidawir, Kecamatan Pucanglaban, Kecamatan 
Rejotangan, Kecamatan Ngunut, Kecamatan 
Sumbergempol, Kecamatan Boyolangu, Kecamatan 
Tulungagung, Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan 
Ngantru, Kecamatan Karangrejo, Kecamatan Kauman, 
Kecamatan Gondang, Kecamatan Pagerwojo, dan 
Kecamatan Sendang. 
Berdasarkan registrasi penduduk pada tahun 2014, 
jumlah penduduk di Kabupaten Tulungagung mengalami 
kenaikan yang semula 1.043.385 jiwa di tahun 2013 
menjadi 1.053.276 jiwa pada tahun 2014. Sedangkan 
jumlah laki-laki sebesar 526.188 jiwa, dan jumlah 
perempuan sebesar 527.088  jiwa. 
 
Konstuksi Masyarakat Terhadap Calon Presiden 
Pelaksanaan pemilihan Presiden akan dilakukan 
oleh warga negara Indonesia pada tanggal 9 Juli 2014, 
begitu pula dengan masyarakat Tulungagung. Dalam 
pemilihan Presiden ini tentunya masyarakat dituntut 
untuk berpartisipasi menyuarakan haknya dalam memilih 
calon Presiden dan Wakil Presiden. Pada pemilihan 
Presiden 2014 terdapat dua pasang calon Presiden. 
Masing-masing pasangan memiliki karakteristik sendiri-
sendiri dalam melakukan pendekatan pada masyarakat. 
Dalam mengkaji lebih jauh seperti apa konstruksi 
masyarakat terhadap calon Presiden, maka terlebih 
dahulu peneliti membagi konstruksi Presiden menjadi 
dua bagian. Yang pertama konstruksi terhadap Prabowo 
dan yang kedua konstruksi terhadap Jokowi.  
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian ini 
akan mencoba menganalisis terkait pandangan 
masyarakat di Kabupaten Tulungagung terhadap calon 
Presiden serta keterkaitan antara pilihan partai politik 
dengan pilihan calon Presiden. Adapun penemuan yang 
diperoleh dalam penelitian ini berhasil menyimpulkan 
beberapa hal, antara lain: 
Konstuksi Masyarakat Terhadap Prabowo 
Calon Presiden nomor urut 1 sesuai ketentuan yang 
telah dikeluarkan oleh KPU Pusat dimiliki oleh pasangan 
Prabowo-Hatta. Konstruksi masyarakat terhadap 
Probowo dapat ditinjau dari 3 aspek, yakni; aspek 
karakter calon Presiden, aspek penampilan calon Presiden 
dan Program kerja calon Presiden. Hasil konstruksi 
masyarakat terhadap Prabowo menunjukkan bahwa 
Prabowo merupakan pribadi yang tegas. Berikut 
penjelasan tersebut; 
Program Kerja Prabowo 
Prabowo sebagai calon Presiden tentunya tidak 
lepas dari proses identifikasi masyarakat. Identifikasi 
masyarakat pada aspek ini mengacu pada sifat-sifat yang 
dimiliki oleh Prabowo. Prabowo sebagai calon Presiden 
di mata masyarakat merupakan sosok yang tegas. 
Karakter yang tegas ini adalah karakter yang melekat 
pada Prabowo. Karakter tegas adalah karakter yang 
menjadi faktor bagi masyarakat untuk memilih Prabowo. 
Karakter tegas hendaknya yang dimiliki Presiden. 
Dalam hal ini karakter tegas memiliki berbagai peranan 
yang sangat penting. Ketegasan Presiden tentunya dapat 
berupa ketegasan dalam menciptakan kebijakan serta 
ketegasan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. 
Ketegasan dalam menciptakan kebijakan dapat berupa 
tegas dalam membuat kebijakan yang tidak memihak 
salah satu golongan. Ketegasan dalam melaksanakan 
kebijakan dapat berupa tegas dalam menindak setiap 
perilaku kejahatan yang ada. Hal ini seperti  yang telah 
disampaikan oleh Mulyo (48 tahun) yang merupakan 
lulusan SMP. Berikut penuturan Mulyo: 
“...Presiden yang saya harapkan itu yang 
tegas dalam membuat kebijakan, tegas, bila 
ada yang salah diberi sanksi, membela 
kebenaran, dan disiplin. Prabowo itu lulusan 
akademi militer, jadi mempunyai bekal 
mental tegas dan disiplin. Prabowo pantas 
menjadi Presiden...” 
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(Presiden yang saya harapkan adalah yang 
tegas dalam membuat kebijakan, tegas, bila 
ada yang salah diberi sanksi, membela 
kebenaran, dan disiplin. Prabowo itu lulusan 
akademi militer, jadi mempunyai bekal 
mental tegas dan disiplin. Prabowo pantas 
menjadi Presiden) 
 
Pria yang berumur 48 tahun ini mengungkapkan 
karakter yang melekat pada Prabowo sebagai seorang 
calon Presiden adalah karakter tegas. Karakter ini muncul 
karena Prabowo merupakan siswa akademi militer yang 
mana telah dididik sekedemikian rupa sehingga nilai-nilai 
kemiliteran melekat pada pribadi Prabowo. Sehingga 
dalam pemilihan Presiden 2014 ini Mulyo lebih 
mendukung calon nomor urut 1 daripada calon yang lain. 
Sikap tegas dan disiplin yang dimiliki Prabowo tentunya 
memiliki keterkaitan dengan latar belakang Prabowo 
yang berasal dari TNI. 
Penampilan Prabowo 
Aspek penampilan merupakan aspek yang berbicara 
terkait pndangan masyarakat terhadap pakaian yang 
dikenakan oleh calon Presiden. Berdasarkan data yang 
diperoleh dari informan menyatakan bahwa penampilan 
yang melekat pada sosok Prabowo mencerminkan 
ketegasan. Terdapat beberapa pernyataan yang 
mendukung ungkapan di atas. Pernyaaan pertama muncul 
dari Suryani (53 tahun). Berikut penuturan beliau: 
 
“...memang kalo Prabowo kelihatan nilai-
nilai kemiliteran masih  sangat amat melekat, 
dari segi pembawaan terlihat kaku, tapi 
sebenarnya Prabowo yang berkata keras dan 
kaku, tapi hati  nuraninya tidak demikian...” 
 
(memang kalau Prabowo terlihat nilai-nilai 
kemiliteran masih  sangat melekat, dari segi 
pembawaan terlihat kaku, tapi sebenarnya 
Prabowo yang berkata keras dan kaku, tapi 
hati  nuraninya tidak demikian) 
 
Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh 
Suryani, bahwa penampilan yang melekat pada Prabowo 
sendiri adalah nilai-nilai kemiliteran. Telah disampaikan 
sebelumnya nilai-nilai kemiliteran yang telah 
diungkapkan oleh Suryani antara lain tegas, berani dan 
disiplin. Penampilan Prabowo yang tegas didukung pula 
oleh pernyataan dari Supari. Hal ini bisa dilihat dari 
percakapan yang disampaikan oleh  Supari (58 tahun): 
 
“...Prabowo itu berpenampilan gagah dan 
tegas dalam setiap acara yang diikuti. 
Penampilan Prabowo membuatnya seakan 
berwibawa...” 
 
(Prabowo itu berpenampilan gagah dan tegas 
dalam setiap acara yang diikuti. Penampilan 
Prabowo membuatnya seakan berwibawa) 
 
Berdasarkan penuturan Bapak yang merupakan 
pensiunan pegawai negeri sipil ini menunjukkan bahwa 
informan melihat sosok Prabowo itu sebagai sosok yang 
gagah dan tegas dari segi pakaian yang melekat di tubuh 
Prabowo. Meski Bapak dengan tiga anak ini lebih 
mendukung Jokowi, namun Supari mengaku bahwa 
Prabowo merupakan sosok yang tegas. Sikap tegas ini 
merupakan ciri dari Prabowo. Senada dengan apa yang 
telah diucapkan oleh Supari, bahwa Titis menganggap 
penampilan yang ada pada Prabowo itu tegas. Berikut 
penuturan Titis Hapsari (30 tahun) dari desa Notorejo 
tentang Prabowo. 
 
“...Penampilan Prabowo itu tegas, beliau 
meniru konsep yang dimiliki Soekarno. Kala 
itu Soekarno memakai jas, dan kelihatan 
tegas serta berkharisma. Prabowo juga 
memakai jas putih. Dan penampilannya itu 
menunjukkan bahwa Prabowo tegas seperti 
Soekarno...” 
 
(Penampilan Prabowo itu tegas, beliau 
meniru konsep yang dimiliki Soekarno. Saat 
itu Soekarno memakai jas, dan kelihatan 
tegas serta berkharisma. Prabowo juga 
memakai jas putih. Dan penampilannya itu 
menunjukkan bahwa Prabowo tegas seperti 
Soekarno) 
 
Berdasarkan Pemaparan yang disampaikan oleh 
Titis  di atas, bahwa pakaian yang dipakai Prabowo 
meniru konsep dari Soekarno, namun efek dari 
pemakaian jas tersebut membawa efek bahwa sang 
pemakai, yakni Prabowo, menjadi sosok yang tegas. 
Dengan kata lain bahwa penampilan merupakan metode 
dalam mempertegas karakter seseorang. Dengan pakaian 
berjas putih menandakan bahwa sosok sang pemakai 
memiliki suatu simbol ketegasan. Terlebih basic dari 
Prabowo yang berasal dari militer melegitimasi bahwa 
Prabowo adalah sosok yang tegas. 
Program Kerja Prabowo 
Aspek program kerja merupakan aspek yang 
berkaitan dengan program-program yang telah 
direncanakan secara seksama oleh para calon Presiden. 
Yang mana nantinya program tersebut merupakan 




program panduan yang akan dilaksanakan ketika calon 
Presiden terpilih sebagai Presiden. Terkait dengan 
program calon Presiden, hanya informan yang beberapa 
yang hafal/tahu seputar program kerja Prabowo. 
Informan pertama yaitu Suryani (53 tahun). Berikut 
penuturannya: 
 
“...yang  jelas kami terus terang sangat setuju 
adalah manajemen aset-aset negara. 
Sehingga apa yang sudah dimiliki negara dan 
dikuasai negara akan dijaga kembali 
sehingga kekayaan negara akan 
dimaksimalkan demi kesejahteraan rakyat...” 
 
(yang  jelas kami terus terang sangat setuju 
adalah manajemen aset-aset negara. 
Sehingga apa yang sudah dimiliki negara dan 
dikuasai negara akan dijaga kembali 
sehingga kekayaan negara akan 
dimaksimalkan demi kesejahteraan rakyat) 
 
Berdasakan apa yang telah Suryani ungkapkan di 
atas, menunjukkan bahwa Suryani tahu tentang program 
kerja Prabowo. Apabila peryataan Suryani tersebut 
dikonfersikan pada program kerja Prabwo (seperti yang 
terdapat pada lampiran), maka apa pernyataan Suryani di 
atas merupakan internalisasi dari program kerja Prabowo 
yang terdapat pada poin ke-7 tentang menjaga kelestarian 
alam dan lingkungan, khususnya sub poin ke-2 yang 
berbunyi: 
 
“mencegah dan menindak tegas pelaku 
pencemaran lingkungan dan melindungi 
keanekaragaman hayati dan flora serta fauna 
sebagai bagian dari aset negara (program 
nyata Prabowo)” 
 
Diantara 6 informan yang telah diwawancara, hanya 
2 orang di atas yang memiliki deskrisi tentang program 
kerja Prabowo. 4 orang lainnya mengaku kurang 
mengetahui adanya program kerja yang telah 
dicanangkan. Para informan mengaku lebih terfokus pada 
pengalaman serta prestasi calon Presiden. Apabila 
dikaitkan dengan tipe legitimasi, maka hal ini 
menunjukkan bahwa masyarakat Tulungagung memiliki 
kecenderungan berorientasi pada legitimasi kualitas 
pribadi Presiden daripada legitimasi instrumental. 
Konstruksi Masyarakat Terhadap Jokowi 
Calon Presiden yang mengikuti kontestasi dalam 
pemilihan Presiden selain Prabowo adalah Jokowi. 
Jokowi dalam mencalonkan diri berpasangan dengan 
Jusuf Kalla. Jokowi dan Jusuf Kalla memperoleh nomor 
urut 2 dalam pelaksanaan pemillu. Konstruksi masyarakat 
terhadap Jokowi dapat ditinjau dari 3 aspek, yakni; aspek 
karakter calon Presiden, aspek penampilan calon Presiden 
dan Program kerja calon Presiden. Hasil konstruksi 
masyarakat terhadap Prabowo menunjukkan bahwa 
Prabowo merupakan pribadi yang tegas. Berikut 
penjelasan tersebut; 
Karakter Jokowi 
Jokowi sebagai calon Presiden di mata masyarakat 
merupakan sosok yang peduli dengan masyarakat kecil. 
Karakter peduli ini adalah karakter yang melekat pada 
Jokowi. Karakter ini yang menjadi faktor bagi 
masyarakat untuk memilih Jokowi. Karakter peduli 
masyarakat kecil merupakan karakter yang senantiasa 
disandingkan dengan kata “blusukan”. “Blusukan” ini 
merupakan metode yang digunakan Jokowi untuk dekat 
dengan masyarakat. Masyarakat Indonesia yang 
didominasi oleh masyarakat kelas bawah yang memiliki 
berbagai macam permasalahan. Masyarakat tentunya 
menginginkan pemimpin yang dekat dengan masyarakat, 
peduli dengan situasi serta tahu kondisi masyarakatnya. 
Metode “blusukan” merupakan metode yang 
dianggap mampu mengakumulasi permasalahan 
masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah. Metode 
“blusukan” mempersyaratkan untuk pemimpin yang 
bersedia terjun langsung baik dalam hal mengawasi 
maupun mencari informasi. Dengan adanya pemimpin 
yang bersedia terjun langsung, menandakan bahwa 
pemimpin tersebut memiliki sikap peduli. Sikap peduli 
inilah yang menjadi faktor untuk memperoleh dukungan 
dari masyarakat. 
Sikap peduli terhadap masyarakat kecil tersebut 
merupakan faktor yang diidealkan masyarakat. Hal ini 
sama seperti yang dipaparkan oleh Supari (58 tahun) 
yang merupakan pensiunan  pegawai negeri sipil yang 
berasal dari Kecamatan Tulungagung mengungkapkan 
bahwa: 
“...Pemimpin tahun ini yang saya harapkan 
seperti Jokowi, kalo jadi lho ya... Kita kan 
belum tahu hasilnya,hahaha. Kita itu butuh  
Presiden yang tahu keluh kesah masyarakat 
bawah. Tidak mandul, mampu membuat 
lapangan pekerjaan. Jokowi itu bersahaja...” 
 
(Pemimpin tahun ini yang saya harapkan 
seperti Jokowi, kalau jadi... Kita belum tahu 
hasilnya,hahaha. Kita itu butuh  Presiden yang 
tahu keluh kesah masyarakat bawah. Tidak 
mandul, mampu membuat lapangan pekerjaan. 
Jokowi itu bersahaja) 
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Berdasarkan penuturan Supari di atas 
menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia itu butuh 
pemimpin yang rela mendengar dan mengayomi 
masyarakat bawah. Sifat ini dimiliki oleh Jokowi. 
Dengan adanya Presiden seperti Jokowi yang suka 
“blusukan” tentunya ada pengawasan yang nyata dari 
pimpinan terhadap keadaan masyarakatnya. Pak Supari 
mengibaratkan bahwa ketika masyarakat membutuhkan 
air satu galon, dan pemerintah memberikan respon 
dengan memberikan satu galon air. Namun sesampai di 
masyarakat tinggal satu gelas, karena terdapat berbagai 
macam talang yang meminta air tersebut. Dengan adanya 
pemimpin yang bersedia terjun langsung ke masyarakat, 
secara otomatis akan memberikan pengawasan terhadap 
berbagai macam persoalan yang terjadi di masyarakat. 
Penampilan Jokowi 
Kesederhanaan merupakan citra yang juga dimiliki 
oleh Jokowi setelah rasa kepedulian. Kesederhanaan 
menandakan adanya sikap yang tidak arogan. 
Kesederhanaan merupakan sikap apa adanya. Sehingga 
ketika seorang Jokowi muncul dengan menggunakan 
pakaian yang sederhana, maka hal tersebut menandakan 
Jokowi merupakan sosok yang biasa dan apa adanya. 
Kesederhanaan inilah yang juga menjadi daya tarik 
Jokowi dalam mendapatkan dukungan masyarakat. Hal 
ini sama seperti yang diungkapkan oleh Supari. Berikut 
penuturan Supari : 
 
“...dia (Jokowi) itu sederhana. Dilihat dari 
tampilannya sudah kelihatan kalo dia itu 
sederhana. Yang saya kagumi dari Jokowi itu 
kesederhanaannya. Waktu itu ditayangkan 
ditelevisi. Jokowi saat itu duduk dengan 
keluarganya dan makan bersama dengan 
aparatur lainnya. Ini kan menunjukkan bahwa 
tidak membeda-bedakan siapa yang 
dihadapannya..” 
 
(dia (Jokowi) itu sederhana. Dilihat dari 
penampilannya sudah kelihatan kalo dia itu 
sederhana. Yang saya kagumi dari Jokowi itu 
kesederhanaannya. Waktu itu ditayangkan 
ditelevisi. Jokowi saat itu duduk dengan 
keluarganya dan makan bersama dengan 
aparatur lainnya. Ini menunjukkan bahwa 
tidak membeda-bedakan siapa yang 
dihadapannya) 
 
Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan 
bahwa Jokowi merupakan sosok yang sederhana dan 
merakyat. Supari menjelaskan bahwa Jokowi bersedia 
bercengkerama dengan siapa saja. Orang yang sederhana 
menunjukkan bahwa dia adalah orang yang apa adanya. 
Dengan kata lain Jokowi merupakan orang yang jujur dan 
tidak melebih-lebihkan posisinya. Kesederhanaan Jokowi 
inilah yang menjadi daya tarik sehingga masyarakat 
mendukung dan memilih Jokowi. 
Pandangan lain muncul dari Mulyo terkait 
penampilan Jokowi. Mulyo (48 tahun) memandang 
penampilan Jokowi dari sudut pandang yang berbeda. 
Berikut penuturan beliau:  
“...kalo menurut saya tentang cara berpakaian 
Jokowi itu kurang pas, karena sering kali di 
televisi memakai pakaian kotak-kotak, 
mungkin memakai tersebut biar ada kesan 
sederhana di hati masyarakat. Wah ini kok 
beda dengan pejabat lain, biasanya pakai 
seragam tapi Jokowi kok berpakaian umum. 
Kan jadi ada yang mengatakan Jokowi 
menyatu dengan masyarakat...” 
 
(kalo menurut saya tentang cara berpakaian 
Jokowi itu kurang sesuai, karena sering kali 
di televisi memakai pakaian kotak-kotak, 
mungkin memakai tersebut biar ada kesan 
sederhana di hati masyarakat. Wah ini beda 
dengan pejabat lain, biasanya memakai 
seragam tapi Jokowi berpakaian umum. jadi 
ada yang mengatakan Jokowi menyatu 
dengan masyarakat) 
 
Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan 
oleh Mulyo di atas, dapat diketahui bahwa Mulyo 
menganggap cara berpakaian merupakan metode 
penegasan seseorang. Dalam hal ini berarti, cara 
berpakaian yang Jokowi memang sengaja dibuat 
sekedemikian rupa sehingga memunculkan interpretasi 
bahwa Jokowi dekat dengan rakyat. Cara berpakaian 
yang sederhana ini akan memberikan stigmasi bahwa 
Jokowi merupakan sosok yang benar sederhana dan dekat 
dengan masyarakat. 
Program Kerja Jokowi 
Aspek program kerja merupakan aspek yang 
berkaitan dengan program-program yang telah 
direncanakan secara seksama oleh para calon Presiden. 
Yang mana nantinya program tersebut merupakan 
program panduan yang akan dilaksanakan ketika calon 
Presiden terpilih sebagai Presiden. Dalam melakukan 
penelitian dengan informan, menunjukkan bahwa 
masyarakat Tulungagung memiliki kecenderungan 
memilih berdasarkan kualitas pribadi Presiden, sebab 
para informan kurang begitu fokus terkait dengan 
program kerja calon Presiden. Masyarakat lebih peduli 
dengan pengalaman serta karakter calon Presiden. 




Meskipun demikian terdapat informan yang mengetahui 
program kerja dari Jokowi. Berikut hasil penelitian yang 
diperoleh dari Titis (30 tahun) dari Desa Notorejo. Yang 
menyatakan bahwa:  
“...program kerja Jokowi kalau tidak salah 
tentang kartu-kartu itu ya mas. Kartu Indonesia 
sehat dan kartu Indonesia Pintar...” 
 
(program kerja Jokowi kalau tidak salah 
tentang kartu-kartu itu mas. Kartu Indonesia 
sehat dan kartu Indonesia Pintar) 
 
Berdasarkan pemaparan dari Titis di atas, 
menunjukkan bahwa salah satu program Jokowi yang 
akan direalisasikan adalah program terkait kartu 
Indonesia sehat dan kartu Indonesia pintar. Program ini 
ditujuan untuk membantu masyarakat yang kurang 
mampu. Apabila pernyataan ini dikonfersikan ke dalam 
program nyata Jokowi, maka pernyataan Titis tersebut 
terangkum dalam sembilan agenda prioritas Jokowi, 
khususnya pada poin ke-5, poin tersebut berbunyi: 
 
“Kami akan meningkatkan kualitas hidup 
manusia Indonesia melalui peningkatan 
kualitas pendidikan dan pelatihan program 
„Indonesia Pintar‟ dengan wajib belajar 12 
tahun bebas pungutan; peningkatan layanan 
kesehatan masyarakat dengan menginisiasi 
kartu „Indonesia Sehat‟; serta peningkatan 
kesejahteraan masyarakat dengan program 
„Indonesia Kerja‟ dan „Indonesia Sejahtera‟ 
dengan mendorong land reform dan program 
kepemilikan tanah seluas 9 Juta Hektar, 
program rumah kampung deret atau rumah 
susun murah yang disubsidi serta Jaminan 
Sosial untuk seluruh rakyat di tahun 2019” 
 
Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa 
adanya kesesuaian antara pernyataan terkait program 
kerja yang disampaikan oleh Titis dengan program kerja 
Jokowi yang terdaftarkan di KPU. Hal ini membuktikan 
bahwa Titis memang telah melakukan identifikasi 
seksama terkait seperti apa Presiden yang akan 
dipilihnya. 
Media Massa Sebagai Alat Konstruksi 
Dalam menentukan pilihan Presiden, masyarakat 
tidak serta merta langsung memilih. Masyarakat perlu 
mengetahui, mengenal, dan memahami siapa dan seperti 
apa latar belakang daripada masing-masing calon 
Presiden. Banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat 
dalam menentukan Presiden yang sesuai dengan 
harapannya. Faktor utama yang membentuk konstruksi 
masyarakat adalah media massa. 
Media massa dapat dijadikan sebagai alat dalam 
melakukan kampanye politik para calon Presiden. 
Kampanye politik diidentikkan pengenalan atas kualitas 
calon Presiden. Kualitas calon Presiden ini dapat berupa 
Prestasi yang pernah diraih oleh para calon Presiden. 
Media masa berperan sebagai alat konstruksi karena 
media massa melakukan proses eksternalisasi. Pemaparan 





















Skema 1: Media Massa Sebagai Alat Konstruksi 
 
Berdasarkan table di atas, media massa berasa posisi 
yang melakukan eksternalisasi. Dari proses eksternlisasi 
yang dilakukan oleh media massa, masyarakat secara 
langsung mampu melakukan proses internalisasi. Dalam 
hal ini informan melihat berbagai pemberitaan di televisi 
untuk melakukan perbandingan demi memilih salah satu 
calon Presiden. Informan memang tidak mengenal para 
calon Presiden secara langsung, namun informan mampu 
mengidentifikasi dan melakukan internalisasi dari media 
massa sehingga memiliki konstruksi terhadap calon 
Presiden. Dari sinilah akan memunculkan objektivasi. 
Keterkaitan Antara Orientasi Pilihan Partai Politik 
Dengan Orientasi Pilihan Calon Presiden 
Aspek kedua yang diteliti adalah keterkaitan antara 
pilihan orientasi partai politik dan orientasi pilihan calon 
Presiden. Aspek ini berkaitan dengan hubungan 
masyarakat Tulungagung dalam pilihan calon Presiden 
yang dicanangkan oleh Partai Politik dengan pilihan 
calon Presiden yang diidealkan terdapat kesamaan 
ataukah tidak. Hal ini dikarenakan Partai Politik tidak 
Para calon Presiden 
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dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pemilihan Presiden 
karena partai politik yang menyediakan stok pemimpin. 
Aspek ini terbagi dalam dua kategori, yang pertama dari 
segi party identification (party ID) dan yang kedua dari 
segi intermediasi partai politik. 
Pada aspek party identification (party ID) 
menunjukkan bahwa masyarakat Tulungagung 
berkecenderungan tidak memiliki partai yang identik 
dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan para informan 
kurang percaya terhadap kinerja partai politik, sehingga 
setiap terjadi proses pemilihan umum bukan secara murni 
memilih karena faktor partai politik. Pada aspek ini 
diketahui pula bahwa orientasi partai politik dengan 
orientasi pilihan calon Presiden tidak memiliki 
keterkaitan. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak 
memiliki orientasi partai politik yang tetap. Sehingga 
partai politik kurang memberikan efek terhadap 
masyarakat dalam melakukan pemilihan Presiden. 
Pada aspek intermediasi partai politik menunjukkan 
bahwa masyarakat menganggap bahwa partai politik 
kurang serius dalam menangani serta menyampaikan 
berbagai permasalahan yang dimiliki masyarakat. 
Masyarakat berkecenderungan menganggap bahwa 
hadirnya partai politik hanya untuk memenuhi 
kepentingan partai semata. Sehingga kemunculan partai 
politik di hadapan masyarakat terjadi ketika proses 
pemilihan umum semata. Apalagi terkait dengan jumlah 
partai politik yang banyak mengakibatkan efek 
persaingan kepentingan semakin kental. Hal ini membuat 
masyarakat untuk berkeinginan menyederhanakan atau 
meminimalisir jumlah partai politik yang ada pada 
kontestasi pemilihan umum. 
Party Indentification (Party ID) 
Party Identification (party ID) yakni perasaan 
seseorang bahwa partai politik tertentu adalah identitas 
politiknya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 
pada masyarakat di Kabupaten Tulungagung tidak 
berkecenderungan dalam memilih partai politik tertentu. 
Hal ini nampak pada wawancara yang telah disampaikan 
oleh Supari. Berikut penuturan dari Supari (58 tahun): 
“…Ketika pemilihan legislatif saya memilih 
calon dari PDI, pilihan saya pada saat itu bukan 
karena partai. Melainkan calonnya. Jadi saya 
dulu memilih karena tau program calonnya, 
kenal orangnya. Jadi saya memilihnya…” 
 
(Ketika pemilihan legislatif saya memilih calon 
dari PDI, pilihan saya pada saat itu bukan 
karena partai. Melainkan calonnya. Jadi saya 
dulu memilih karena tahu program calonnya, 
kenal orangnya. Jadi saya memilihnya) 
 
Berdasarkan wawancara dengan Supari di atas, 
dapat diketahui bahwa ketika pemilihan calon legilatif 
pada tahun 2014 Supari memilih calon dari PDI. Hal ini 
dikarenakan faktor personal yang dimiliki oleh calon, 
bukan karena faktor dari partai politik. Apabila pilihan 
partai politik yang dipilih oleh Supari disesuaikan dengan 
pilihan calon Presiden yang dipilih Supari menunjukkan 
adanya kesesuaian, bahwa ketika pemilihan calon 
legislatif Supari memilih PDI dan ketika pemilihan 
Presiden memilih Jokowi. Meskipun terdapat kesesuaian 
namun terdapat pendapat argument lain terkait partai 
politik. Berkaitan dengan seperti apa partai politik itu 
berikut penuturan Supari: 
“...Partai politik itu gak ada yang baik. Selama 
partai masih mempunyai kepentingan itu gak 
baik. Sekarang kita lihat aja, Golkar cacat kan, 
PKS cacat, PDI cacat, gak ada yang baik. Yang 
mendekati baik ada. Partai yang mendekati 
baik itu seperti partai kecil. Partai yang besar 
kan partai yang lama seperti PDI, PAN, PKB, 
PPP, itu mulai partai sebanyak 42 partai. Jadi 
partai yang besar-besar pasti memiliki 
kepentingan...” 
(Partai politik itu tidak ada yang baik. Selama 
partai masih mempunyai kepentingan itu tidak 
baik. Sekarang kita lihat saja, Golkar cacat, 
PKS cacat, PDI cacat, tidak ada yang baik. 
Yang mendekati baik ada. Partai yang 
mendekati baik itu seperti partai kecil. Partai 
yang besar partai yang lama seperti PDI, PAN, 
PKB, PPP, itu mulai partai sebanyak 42 partai. 
Jadi partai yang besar-besar pasti memiliki 
kepentingan) 
 
Berdasarkan penuturan Supari di atas, bisa dilihat 
bahwa partai politik masih memiliki banyak kekurangan. 
Dan dari kekurangan tersebut, itu disebabkan oleh para 
elitnya yang menyimpang. Bapak Supari 
menggambarkan banyaknya politisi yang terkena kasus 
korupsi, bahkan partai yang dianggap partai yang 
mengusung syariat agama juga pernah tersandung kasus 
korupsi. Bapak yang berprofesi sebagai pensiunan 
pegawai negeri sipil ini mengaku tidak menyukai partai 
politik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat 
kesesuaian antara pilihan partai politik dengan pilihan 
calon Presiden, namun terdapat kecenderungan bahwa 
masyarakat tidak dekat dengan partai politik. 
Penuturan di atas serupa dengan beberapa penuturan 
di bawah ini, salah satunya diungkapkan oleh Tamyis (62 
tahun). Tamyis mengungkapkan bahwa: 




“...Pemilihan legislatif saya memilih calon dari 
PDI, alasanya karena kemarin satu keluarga 
memilih calon dari PDI.  Ada kesepakatan 
antara menantu dan anak saya. Calonnya gak 
kenal mas, gur eruh gambare di kartu gitu. 
Kenapa dari PDI ya karena menantu saya ya 
memilih PDI dan disepakati semua memilih 
PDI...” 
 
(Pemilihan legislatif saya memilih calon dari 
PDI, alasanya karena kemarin satu keluarga 
memilih calon dari PDI. Ada kesepakatan 
antara menantu dan anak saya. Calonnya tidak 
kenal mas, hanya tahu gambarnya di kartu. 
Kenapa dari PDI karena menantu saya juga 
memilih PDI dan disepakati semua memilih 
PDI) 
 
Berdasarkan wawancara dengan Tamyis di atas, 
dapat diketahui bahwa ketika pemilihan calon legilatif 
pada tahun 2014 Tamyis memilih calon dari PDI. Hal ini 
dikarenakan adanya kesepakatan dengan anggota 
keluarga bahwa keluarga Tamyis memilih calon dari 
partai PDI. Apabila pilihan partai politik yang dipilih 
oleh Tamyis disesuaikan dengan pilihan calon Presiden 
yang Tamyis pilih menunjukkan adanya kesesuaian, 
bahwa ketika pemilihan calon legislatif Tamyis memilih 
PDI dan ketika pemilihan Presiden memilih Jokowi. 
Meskipun terdapat kesesuaian namun terdapat pendapat 
argument lain terkait partai politik. Berkaitan dengan 
seperti apa partai politik itu berikut penuturan yang 
disampaikan oleh Tamyis (62 tahun): 
 
“...Partai yang tetap baik itu tidak ada mas. 
Karena sekarang partai itu hanya 
mementingkan golongan. Apalagi saya bukan 
anggota partai, jadi merasa tidak begitu tahu 
mengerti tentang partai politik. Ya pas pemilu 
ngunu mas...” 
 
(Partai yang tetap baik itu tidak ada mas. 
Karena sekarang partai itu hanya 
mementingkan golongan. Apalagi saya bukan 
anggota partai, jadi merasa tidak begitu tahu 
mengerti tentang partai politik. Ya ketika 
pemilu mas) 
Berdasarkan pernyataan dari Tamyis di atas 
menunjukkan bahwa adanya sistem pengenalan yang 
dilakukan oleh partai kurang mampu memikat hati 
masyarakat. Apalagi bila dalam praktik berpolitik, partai 
hanya mampu menjual janji ketika kampanye dan sulit 
untuk merealisasikan apa yang telah dijanjikannya. Inilah 
yang menyebabkan masyarakat enggan percaya dengan 
partai politik. Citra partai politikpun semakin memburuk 
akibat adanya perilaku politisi yang menyimpang. Dari 
hasil penelitian yang dilakukan dengan Tamyis 
menunjukkan bahwa adanya kesesuaian antara pilihan 
partai politik dengan pilihan calon Presiden, namun 
terkait kedekatan dengan partai politik, masyarakat 
cenderung tidak dekat dengan partai politik. 
Intermediasi Partai 
Intermediasi partai berbicara tentang evaluasi yang 
dilakaukan oleh masyarakat Tulungagung sebagai 
pemilih terhadap partai politik yang berkaitan dengan 
fungsi penghubung dan perantara aspirasi publik. 
Mengingat bahwa partai politik sampai saat ini masih 
turut serta dalam menyedikan stok pemimpin, tentunya 
peran partai politik tidak dapat dipandang sebelah mata 
saja karena sejatinya banyak sekali fungsi yang 
sebenarnya mampu dilakukan oleh partai politik. Namun 
apakah masyarakat masih merasa nyaman dengan sistem 
multipartai di Indonesia ini. Tentunya masyarakat 
memiliki berbagai macam pandangan tentang hal 
tersebut. 
Salah satu fungsi yang dimiliki partai politik adalah 
berkaitan dengan fungsi penghubung aspirasi publik. 
Memang pada dasarnya dengan adanya partai politik, 
maka keluhan masyarakat menjadi mudah untuk 
disampaikan. Namun seiring perkembangan zaman, 
membuat partai politik menjadi banyak dan partai politik 
dirasa lebih mengedepankan fungsi rekrutmen demi 
memperoleh dukungan sehuingga nantinya mendapatkan 
kekuasaan dan/atau posisi tertentu. Supari memiliki 
pendapat tersendiri tentang partai politik: 
 
“...Partai politik itu tidak ada yang baik. 
Selama partai masih mempunyai kepentingan 
itu tidak baik. Sekarang kita lihat saja, Golkar 
cacat kan, PKS cacat, PDI cacat, tidak ada yang 
baik. Yang mendekati baik ada. Partai yang 
mendekati baik itu seperti partai kecil. Partai 
yang besar itu partai yang lama seperti PDI, 
PAN, PKB, PPP, itu mulai partai sebanyak 42 
partai. Jadi partai yang besar-besar pasti 
memiliki kepentingan...” 
 
(Partai politik itu gak ada yang baik. Selama 
partai masih mempunyai kepentingan itu gak 
baik. Sekarang kita lihat aja, Golkar cacat kan, 
PKS cacat, PDI cacat, gak ada yang baik. Yang 
mendekati baik ada. Partai yang mendekati 
baik itu seperti partai kecil. Partai yang besar 
kan partai yang lama seperti PDI, PAN, PKB, 
PPP, itu mulai partai sebanyak 42 partai. Jadi 
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partai yang besar-besar pasti memiliki 
kepentingan) 
 
Penuturan yang dilakukan oleh Supari (58 tahun) 
tersebut menggambarkan bahwa partai politik itu identik 
dengan kepentingan. Semakin lama partai itu berkiprah, 
maka semakin banyak kepentingan yang muncul. 
Sehingga bapak dengan 3 anak ini merasa partai politik 
itu tidak ada yang baik. Yang mendekati baik itu adalah 
partai yang masih kecil atau baru, karena partai yang 
masih baru orientasinya bukan kepada kepentingan 
namun lebih pada bagaimana partai baru tersebut mampu 
masuk dan diterima oleh masyarakat. Sehingga partai 
kecil tersebut dirasa lebih pada memperjuangkan 
kepentingan masyarakat agar masyarakat mau menerima 
partai politik. 
Supari juga mengungkapkan terkait jumlah partai 
politik tentunya dibatasi dalam mengikuti pemilu, jumlah 
12  partai dalam kontestasi politik pada pemilihan 
legislatif di tahun 2014 dirasa masih sangat banyak. 
Sebaiknya partai politik tidak terlalu banyak sehingga 
akan mengurangi situasi yang mungkin memanas akibat 
terjadinya konflik antar partai. Hal ini di dukung oleh 
Mulyo (48 tahun) yang mengatakan bahwa semakin 
banyak partai politik yang ikut, maka semakin besar pula 
pengeluaran negara atas partai tersebut. Dengan demikian 
partai perlu dibatasi agar negara tidak menghambur-
hamburkan uang. Beberapa pernyataan di atas 
menunjukkan bahwa adanya gejala deparpolisasi, yakni 
sikap masyarakat yang kurang percaya dengan partai 
politik sehingga masyarakat merasa kurang begitu 
mengerti arti pentingnya partai politik dalam kehidupan 
bernegara. 
PEMBAHASAN 
Proses Konstruksi Masyarakat Berdasarkan 
Pemikiran Berger 
Realitas  kehidupan sehari-hari merupakan realitas 
yang dialami oleh individu secara bersama-sama dengan 
individu lainnya menggunakan tindakan-tindakannya. 
Hal ini menunjukkan bahwa orang lain bukan hanya 
merupakan objek dalam realitas kehidupan melainkan 
juga dipandang sebagai realitas sosial itu sendiri. 
Dalam mengidentifikasi gejala pada masyarakat 
yang baik yang berada sebagai kenyataan objektif 
maupun subjektif, Berger mengkaji masyarakat melalui 
tiga momen: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. 
Penelitian inipun menggunakan metode yang sama 
dengan pengkajian yang dilakukan Berger. Namun di 
dalam mengkaji konstruksi masyarakat Tulungagung ini, 
terdapat alur tahapan yang berbeda. Hal ini dikarenakan 
peneliti melihat fenomena yang terjadi pada masyarakat 
Tulungagung. Pada masyarakat Tulungagung dalam 
mengenal dan memaknai calon Presiden dimulai dari 
eksternalisasi, kemudian internalisasi dan merujuk pada 
objektivasi. 
Pertama, momen eksternalisasi. Eksternalisasi 
merupakan proses dimana individu melakukan 
pengungkapan dirinya melalui suatu aktifitas yang mana 
aktivitas tersebut merupakan bentuk komunikasinya 
dengan individu lain. Penampilan yang diperagakan para 
calon Presiden merupakan sebuah hasil dari pengalaman 
individual yang kemudian dikomunikasikan kepada 
individu yang lain melalui media massa. Pengalaman 
yang dimiliki Presidenpun menjadi perihal yang 
dijadikan bahan untuk proses eksternalisasi. 
Calon Presiden melalui media massa secara 
ekspresif melakukan aktivitas pengenalan diri ke dalam 
dunia sosial. Media massa yang secara faktual 
mendukung para calon Presiden yakni dari Metro Tv 
yang mendukung pasangan Jokowi dan TvOne yang 
mendukung pasangan Prabowo. Kedua stasiun televisi ini 
khususnya melakukan pengenalan para calon Presiden 
kepada masyarakat. Masyarakat mengenal dan 
mengetahui seluk beluk calon Presiden melalui media 
massa, khususnya televisi. 
Kedua, momen internalisasi. Internalisasi 
merupakan proses penyerapan kembali atas realitas yang 
ada kemudian akan dimaknai dalam perspektif secara 
subjektif. Dalam hal ini masyarakat Tulungagung 
mengidentifikasi dirinya sebagai warga negara Indonesia 
yang seyogyanya memberikan hak pilihnya dalam 
pemilihan Presiden.  
Dalam proses internalisasi ini masyarakat 
mengidentifikasi dirinya dengan orang-orang yang 
memperngaruhinya (dalam hal ini dilakukan oleh media 
massa, terutama telvisi). Melalui identifikasi dengan 
media massa, masyarakat mampu untuk mengidentifikasi 
dirinya sendiri untuk memperoleh identitas yang secara 
subyektif koheren dan masuk akal. Identitas tersebut akan 
disesuaikan dengan pemaknaan yang akan dilakukan 
terhadap calon Presiden. 
Media massa melakukan proses eksternalisasi 
kepada masyarakat Indonesia, termasuk di dalamnya 
masyarakat Tulungagung. Dari proses ekternalisasi ini, 
masyarakat melakukan internalisasi dengan 
mengidentifikasikan dirinya terhadap berbagai informasi 
yang ada. Calon yang dianggap koheren dengan pribadi 
maka akan cenderung dipilih. Dengan kata lain bahwa 
masyarakat pada proses ini telah melakukan identifikasi 
terhadap para calon Presiden, dan mulai memilah serta 
memilih calon Presiden dari berbagai sisi kehidupannya. 
Tentunya dalam proses internalisasi ini banyak makna 
subjektif yang muncul sebagai akibatnya. Makna 
subjektif ini memunculkan beberapa konsekuensi bahwa 




masyarakat dalam memandang penampilan calon 
Presiden bisa memaknai jika penampilan mencerminkan 
karakter si pemakai dan adapula yang memaknai jika 
penampilan merupakan sebuah metode pencitraan. 
Ketiga, momen objektivasi. Adanya realitas sosial 
merupakan dampak dari proses objektivasi.  Realitas 
social ini akan dialami oleh setiap individu, dengan 
demikian maka realitas tersebut akan bersifat objektif. 
Dengan kata lain realitas kehidupan sehari-hari manusia 
dimungkinkan ada karena proses objektivasi. Hasil 
objektivasi merupakan objek-objek yang mana objek 
tersebut memiliki maksud-maksud subjektif dalam 
berkomunikasi dengan individu lainnya. 
Dalam pemilihan calon Presidenpun tidak lepas dari 
proses pengobjektivasian. Terkait hal tersebut 
memunculkan dua objektivasi. Objektivasi ini sebagai 
efek dari interaksi yang terdapat dalam dunia 
intersubjektif masyarakat. Objektivasi yang pertama 
muncul terhadap Probowo, bahwa telah dikatakan pada 
momen-momen sebelumnya bahwa masyarakat 
memandang Prabowo merupakan sosok yang memiliki 
ketegasan yang mana memiliki banyak prestasi. Melalui 
eksternalisasi Prabowo mencurahkan dirinya ke dalam 
masyarakat dan melakukan pengenalan diri. Melalui 
internalisasi masyarakat mengenal pribadi Prabowo 
dengan berbagai macam kelebihan dan kelemahan. 
Kemudian dalam momen objektivasi, sosok Prabowo 
telah diobjektivasikan oleh masyarakat bahwa Prabowo 
sebagai pribadi yang tegas dan juga berpengalaman. 
Ketegasan prabowo muncul dari dua aspek, aspek 
karakter Prabowo dan juga aspek penampilan Prabowo 
yang saling melengkapi. 
Objektivasi yang kedua muncul terhadap Jokowi, 
bahwa telah dikatakan sebelumnya terkait sepak terjang 
Jokowi serta penampilan Jokowi, maka masyarakat 
melakukan pengobjektivasian terhadap Jokowi sehingga 
Jokowi dianggap sebagai pemimpin yang peduli dengan 
rakyat kecil, hal ini muncul sebagai akibat dari 
penggunaan metode “blusukan” yang dilakukan oleh 
Jokowi, selain itu Jokowi dianggap sebagai pribadi yang 
sederhana. Aspek karakter peduli dengan rakyat kecil 
yang dimiliki Jokowi diperkuat dengan adanya 
penggunaan penampilan Jokowi yang sederhana sehingga 
menguatkannya pendapat masyarakat terhadap Jokowi 
sebagai pemimpin yang peduli dengan masyarakat kecil. 
Setiap individu yang memiliki kesamaan 
pemaknaan terhadap calon Presiden akan memunculkan 
sebuah objektivasi. Objektivasi tersebut akan 
membenarkan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat. 
Sebagai contoh bahwa benar jika Jokowi dianggap 
sebagai pemimpin yang peduli dengan masyarakat kecil 
atau Prabowo dianggap sebagai sosok yang tegas  karena 
masyarakat memiliki kesamaan dalam memaknai Jokowi 
atau Prabowo. Pemaparan ini dapat dijelaskan dengan 

























Skema 2:  konstruksi masyarakat berdasarkan 
pemikiran Berger 
Karakteristik Masyarakat Tulungagung Dalam 
Memilih Calon Presiden 
Telah disinggung pada beberapa pembahasan 
sebelumnya bahwa masyarakat Tulungagung di dalam 
memilih calon Presiden cenderung mengesampingkan 
aspek program kerja calon Presiden dibanding aspek 
lainnya, hal ini menunjukkan bahwa dalam memilih 
calon Presiden, masyarakat Tulungagung cenderung 
dipengaruhi oleh stereotip. Stereotip yang berkembang di 
masyarakat Tulungagung ini menunjukkan bahwa 
masyarakat Tulungagung dalam memilih calon 
pemimpin, dalam hal ini calon Presiden, tidaklah perlu 
mengkaji atau memandang lebih jauh terkait program 
kerja calon Presiden,. Namun masyarakat cukup melihat 
seperti apa pengalaman dan prestasi yang pernah 
dicapainya, bagaimana karakter yang dimilikinya serta 
penampilan yang melekat pada calon Presiden. 
Stereotip ini merupakan stereotip yang bersifat 
negatif karena pada dasarnya dalam memilih calon 
Presiden, program kerja calon Presiden menduduki posisi 
yang sangat penting. Program kerja merupakan aspek 
dimana masyarakat bisa tahu pembangunan serta 
perubahan kebijakan apa yang akan dilakukan oleh calon 
Konstruksi masyarakat Tulungagung 







melalui media massa 
Pemaknaan masyarakat 
yang muncul sebagai 
akibat dari proses 
identifikasi yang 
dilakukan terhadap 
 calon Presiden  
Kesamaan pemaknaan 
jika Jokowi merupakan 
pemimpin yang peduli 
rakyat kecil atau 
Prabowo merupakan 
pribadi yang tegas 
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Presiden ketika calon tersebut terpilih. Dengan kata lain, 
melalui program kerja, keseriusan calon Presiden dalam 
memimpin negara akan Nampak dari sejauh mana calon 
tersebut mampu mencanangkan program kerja. Dengan 
adanya stereotip negatif yang timbul di masyarakat 
tersebut, menyebabkan  aspek program kerja kurang 
diidentifikasi oleh masyarakat. 
Apabila mengkaji lebih jauh terkait bagaimana 
karakteristik masyarakat dalam memilih maka terdapat 
pertalian unik didalamnya. Pertalian ini yang kemudian 
di dalam bahasa Immanuel Kant disebut dengan apriori 
dan aposteriori. Secara sederhana apriori dimaksudkan 
bahwa pengetahuan dapat diperoleh tanpa bertemu 
pengalaman. Sehingga pengetahuan ini ada tanpa 
dilandasi pengalaman terlebih dahulu. Sedangkan 
aposteriori merupakan pengetahuan yang didapat setelah 
melakukan pengalaman. Dengan melakukan suatu 
pengalaman maka seseorang akan mendapatkan 
pengetahuan. Dari konsep Kant ini peneliti mencoba 
membedah bagaimana karakteristik masyarakat 
Tulungagung dalam memilih. Yang pertama dari konsep 
Apriori. Mengacu pada pernyataan yang diungkapkan 
oleh para informan, semisal sebuah proposisi “Prabowo 
adalah sosok yang tegas”. Masyarakat yang menganggap 
Prabowo adalah sosok yang tegas merupakan apriori. hal 
ini dikarenakan bahwa masyarakat Tulungagung tidak 
melakukan pengalaman dalam bertemu Prabowo, namun 
masyarakat sudah memiliki pengetahuan seperti apa 
karkter Prabowo tersebut. Masyarakat hanya terjebak 
pada konsep Prabowo tegas karena Prabowo berasal dari 
militer, yang mana notabene lingkungan milier 
merupakan lingkungan yang disiplin sehingga ketegasan 
muncul. Hal ini masih berputar pada rasionalitas 
masyarakat dan belum dibuktikan oleh masyarakat secara 
langsung dengan bertemu Prabowo. 
Yang kedua terkait aposteriori. Dikatakan 
sebelumnya bahwa aposteriori adalah pengetahuan yang 
muncul setelah pengalaman. Pengalaman sebagai 
pembukti kebenaran dari pengetahuan tadi. Aposteriori 
nampak pada kemampuan mengidentifikasi yang 
dilakukan oleh Suryani. Berdasarkan pemaparan Suryani 
yang merupakan lulusan Sarjana Strata 2 
mengungkapkan bahwa sesuai dengan pengalaman 
kepemimpinan nasional bahwa kepemimpinan nasional 
lebih pantas untuk dimiliki oleh perwakilan dari militer, 
hal ini disebabkan karena ketika kepemimpinan nasional 
dimiliki oleh pemimpin yang berasal dari sipil banyak 
kerugian yang ditanggung oleh negara, sebagai contoh 
ketika Indonesia kehilangan beberapa asetnya. Dalam hal 
ini Suryani lebih percaya pada calon yang memiliki latar 
belakang dari militer. 
Berdasarkan kasus yang dialami oleh Suryani, 
bahwa Suryani memilih Prabowo. Sedangkan alasan 
Suryani memilih Prabowo bahwa menurut Suryani 
Presiden yang pantas bagi bangsa Indonesia adalah 
Presiden yang berasal dari militer. Berdasarkan 
pengalaman yang telah Suryani alami ketika bangsa 
Indonesia dipimpin selain dari militer (dalam hal ini 
Suryani menyebutkan Sipil) banyak kelemahan yang 
muncul, mulai dari terlepasnya hak bangsa Indonesia atas 
beberapa pulaunya sampai terjualnya aset-aset negara 
yang pada dasarnya memberikan pemasukan dana yang 
besar bagi bangsa Indonesia. Aposteriori yang dialami 
oleh Suryani berupa “pemimpin yang pantas bagi bangsa 
Indonesia adalah orang yang berasal dari militer”, hal ini 
dibuktikan oleh Suryani dengan pengalamannya yang 
menggunakan indranya sebagai warga negara tadi. 
Penampilan Calon Presiden 
Penampilan calon Presiden merupakan salah satu 
aspek yang diteliti pada penelitian ini. Penampilan calon 
Presiden tentunya tidak luput dari identifikasi yang 
dilakukan masyarakat Tulungagung pada saat melakukan 
proses internalisasi. Penampilan di dalam penelitian ini 
merupakan aspek pakaian yang dikenakan oleh calon 
Presiden. Mengingat bahwa masyarakat Tulungagung 
memiliki otoritas sendiri dalam melakukan konstruksi 
terhadap calon Presiden. Di dalam melakukan proses 
internalisasi, masyarakat memiliki hak subyektif dalam 
menentukan konstruksinya. Hal ini berdampak pada 
beragamnya pandangan masyarakat Tulungagung 
terhadap penampilan calon Presiden. Masyarakat 
Tulungagung dalam memandang penampilan calon 
Presiden terbagi menjadi dua kategorisasi, kategori yang 
pertama bahwa masyarakat memandang dari segi positif 
dan kategori yang kedua masyarakat memandang 







Skema 3. Penampilan Calon Presiden 
 
Penampilan Mencerminkan Karakter Si Pemakai 
Pada masyarakat yang memandang penampilan dari 
segi positif, masyarakat memiliki konstruksi bahwa 
penampilan merupakan karakter si pemakai. Hal ini 
menunjukkan bahwa penampilan merupakan cerminan 
dari dirinya. Dalam sastra Jawa hal ini dikenal sebagai 
“ajining raga saka busana” yang berarti bahwa 
penampilan seseorang mencerminkan budi pekerti yang 
dimiliki orang tersebut. Penampilan yang “neko-neko” 










penampilan dengan baju rapi mencerminkan bahwa orang 
tersebut merupakan orang yang baik dan lain sebagainya. 
Masyarakat Tulungagung dalam mengkonstruksi 
penampilan dari para calon Presiden juga menunjukkan 
adanya pandangan yang sama seperti yang telah 
dijelaskan di atas. Bahwa penampilan calon Presiden 
menunjukkan karakter calon Presiden tersebut. Hal ini 
nampak pada percakapan yang telah dilakukan dengan 
informan yang bernama Suryani yang menganggap 
bahwa penampilan Prabowo erat dengan nilai-nilai 
kemiliteran. Hal ini sebagai dampak dari pendidikan 
militer yang telah diikuti oleh Prabowo. Sehingga 
penampilan Prabowo merupakan sinergi dari sifat yang 
dimilikinya. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari 
Edi Widayati yang mengatakan bahwa penampilan dari 
Prabowo mencerminkan sikap tegasnya. Pakaian tersebut 
dinilai sebagai ekspresi diri dari Prabowo. 
Senada dengan keadaan di atas, bagi masyarakat 
yang mendukung Jokowi, penampilan Jokowi erat 
dengan latar belakang Jokowi yang sederhana. Hal ini 
Nampak dari pernyataan yang telah diungkapkan oleh 
Supri yang menyatakan bahwa Jokowi adalah orang yang 
sederhana hal ini begitu nampak pada penampilan Jokowi 
baik ketika bekerja maupun keseharian yang memakai 
baju kotak-kotak. Pemakaian baju kotak-kotak ini 
menimbulkan stimulus bagi masyarakat sehingga 
masyarakat meyakini bahwa Jokowi merupakan sosok 
yang sederhana. Penampilan Jokowi ini mendukung 
karakter Jokowi yang peduli dengan masyarakat kecil. 
 
Penampilan Mencerminkan Karakter Si Pemakai 
Selain masyarakat yang memandang penampilan 
dari segi positif, adapula masyarakat yang memandang 
penampilan dari segi negatif. Masyarakat memiliki 
konstruksi bahwa penampilan dianggap sebagai metode 
pencitraan. Penampilan dianggap sebagai metode 
pencitraan dalam penelitian ini merupakan pandangan 
masyarakat Tulungagung yang muncul terhadap 
penampilan calon Presiden yang mana penampilan 
tersebut bukan lagi mencerminkan karakter asli si 
pemakai, namun penampilan dibuat sekedemikian rupa 
sehingga masyarakat nantinya memandang seperti yang 
diinginkan oleh pemakai. Dalam hal ini penampilan 
berfungsi sebagai metode. 
Penampilan sebagai metode pencitraan muncul 
ketika melakukan wawancara dengan Titis yang mana 
Titis mengungkapkan bahwa penampilan Prabowo 
meniru konsep dari Soekarno yang memakai jas rapi. 
Penampilan tersebut sengaja digunakan oleh Prabowo 
agar masyarakat menganggap Prabowo sebagai sosok 
yang tegas dan berkharisma seperti Soekarno. Dalam 
pernyataan dari Titis ini menunjukkan bahwa penampilan 
jas merupakan metode untuk memperoleh atau 
mengarahkan pandangan masyarakat sehingga 
masyarakat menganggap Prabowo sebagai sosok yang 
tegas. 
Hal yang serupa juga terjadi pada konstruksi 
masyarakat terhadap Jokowi. Pernyataan tersebut muncul 
dari hasil wawancara dengan Mulyo. Mulyo menganggap 
bahwa Jokowi sengaja memakai pakaian kotak-kotak 
agar menimbulkan kesan bahwa Jokowi berbeda dengan 
pejabat yang lain, yakni bahwa Jokowi sebagai pejabat 
yang sederhana. Dalam pernyataan Mulyo tersebut 
menunjukkan bahwa penampilan yang melekat pada 
Jokowi (yakni pakaian kotak-kotak) merupakan metode 
pencitraan Jokowi agar Jokowi dianggap sebagai sosok 
yang sederhana. 
Partai Politik Tidak Berfungsi Baik Pada Struktur 
Masyarakat 
Partai politik sebagai wadah bagi masyarakat 
tentunya memiliki beberapa fungsi yang penting dalam 
mewujudkan tatanan negara demokrasi. Apabila mengacu 
pada pendapat Miriam Budiarjo, fungsi tersebut antara 
lain; fungsi komunikasi politik,fungsi sosialisasi politik, 
fungsi rekruitmen politik dan fungsi pengatur konflik. 
Fungsi partai politik  di dalam penelitian ini 
memfokuskan pada aspek intermediasi partai yang 
muncul sebagai dampak dari fungsi komunikasi politik. 
Intermediasi partai berbicara tentang evaluasi yang 
dilakaukan oleh masyarakat Tulungagung sebagai 
pemilih terhadap partai politik yang berkaitan dengan 
fungsi penghubung dan perantara aspirasi publik. Dalam 
hal ini sudah seharusnya partai politik mampu 
menjalankan fungsi komunikasi yang mana menenpatkan 
partai politik sebagai perantara aspirasi masyarakat 
kepada pemerintah. Fungsi ini memberikan peluang 
adanya kontrol dari masyarakat terhadap pemerintah. 
Pada dasarnya peran partai politik dalam hal ini sangatlah 
penting, karena partai politik mampu memberikan 
alternatif kebijakan yang diusulkan oleh masyarakat 
sehingga nantinya kebijakan yang dilakukan atau 
diterapkan oleh pemerintah mampu mendapat legitimasi 
dari masyarakat. 
Fungsi yang dimiliki oleh partai politik tersebut 
seharusnya bisa berjalan dengan baik dalam masyarakat 
mengingat fungsi komunikasi merupakan fungsi dalam 
menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat. 
Namun fungsi komunikasi partai politik kenyataannya 
tidak berjalan baik pada masyarakat Tulungagung. Hal 
ini dikarenakan partai politik erat dengan kepentingan. 
Adanya partai politik bagi masyarakat kurang begitu 
memiliki peranan. Dikarenakan partai politik dirasa 
keberadaanya ketika proses pemilihan umum akan 
dilakukan. Selain itu partai politik dirasa lebih 
Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Volume 01 Nomor 03 Tahun 2015, 89 -105 
104 
 
mengedepankan fungsi rekrutmen politik dibanding 
fungsi yang lainnya. 
Fenomena di atas dirasakan oleh Suryani yang 
menyatakan bahwa partai politik hanya mengedepankan 
kepentingan partai. Sehingga kepentingan partai lebih 
diprioritaskan dibanding kepentingan masyarakat. 
Dengan demikian masyarakat telah melakukan evaluasi 
terhadap fungsi partai politik sehingga menganggap 
intermediasi partai politik tidak berjalan dengan baik. 
Kenyataan tersebut berdampak pada tingkat 
kepercayaan terhadap partai politik. Masyarakat kini 
cenderung menganggap buruk partai politik sehingga ada 
sebuah niatan bagi masyarakat untuk mereduksi jumlah 
partai politik yang ikut kontestasi dalam pemilu. Hal 
inilah yang menunjukkan adanya gejala 




Berdasarkan pembahasan dari penelitian ini  dapat 
disimpulkan bahwa konstruksi masyarakat Tulungagung 
terhadap calon Presiden apabila dilihat dari proses 
konstruksinya yaitu dari proses eksternalisasi, 
internalisasi kemudian objektivasi. Sedangkan konstruksi 
masyarakat Tulungagung apabila dilihat dari 
karakteristiknya menunjukkan bahwa konstruksi 
masyarakat Tulungagung bersifat stereotip negatif yang 
mana di dalamnya terkandung konsep apriori dan 
aposteriori. Terkait pandangan masyarakat tentang 
penampilan calon Presiden, terdapat dua kategorisasi; 
masyarakat memandang dari segi positif dan masyarakat 
yang memandang dari segi negatif. 
Pada masyarakat Tulungagung ditemukan bahwa 
terdapat kesesuaian antara orientasi pilihan partai politik 
dengan orientasi pilihan calon Presiden. Namun terkait 
party ID dan intermediasi partai, menunjukkan bahwa 
masyarakat cenderung tidak dekat dengan partai politik 
dan menganggap bahwa partai politik hanya berorientasi 
pada kepentinganpartai semata. Hal ini berdampak bahwa 
partai politik tidak berfungsi baik dalam struktur 
masyarakat. 
Saran 
Mengacu dari berbagai fenomena yang telah 
dibahas dan disimpulan, maka masyarakat harus mampu 
secara kritis dalam menentukan pilihan calon Presiden, 
bukan hanya sebatas karakter calon Presiden, namun juga 
harus memperhatikan program kerja dengan seksama. 
Hal ini bertujuan agar masyarakat terhidar dari stereotip 
yang mana beranggapan dalam memilih calon Presiden 
cukup memandang karakter calon tersebut saja. 
 
Masyarakat perlu dengan seksama memilah dan 
memilih segala informasi yang tersedia pada media 
massa khususnya, televisi. Mengingat bahwa tidak semua 
media massa berada pada pihak yang objektif dalam 
menyediakan informasi. 
Masyarakat perlu memahami dan mengerti 
kelemahan dan kelebihan yang dimiliki para calon 
Presiden, sehingga nantinya masyarakat mampu 
menimbang dan menentukan pilihannya. 
Mengingat terdapat dua calon Presiden yang 
mendaftar, maka setidaknya ada dua sudut pandang 
terkait arah dukungan terhadap calon Presiden, perlulah 
masyarakat yang mampu menyikapi perbedaan ini 
dengan bijak sehingga tidak menimbulkan 
konflik antar pendukung. 
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